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-
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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Anggota
DPRD  dapat  disediakan  rumah  negara dan
perlengkapannya serta tunjangan transportasi;

bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan;

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 107 Tahun 2019 telah ditetapkan Besaran
Tunjangan Perumahan Bagl Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomior 108 Tahun 2019 telah ditetapkan Besaran
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa terdapat kenaikan terhadap besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2019 dan Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2019
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran
Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649); 2%



~

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

BAB 11
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 3

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan setiap bulan. #



' Pasal 4

(1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan sedan atau minibus
(solar) 2500 cc.

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan setiap bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2019 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 111}; dan

b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2019 tentang

-~ Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 112},
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
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